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ABSTRAKSI 

Semakm d1sadan bahwa lau1 mervpakan w1layah yang sangat potensial 

dalam menunjang kehidupan bangsa maupJn. masyarakat internasional. Tidak 

mustahd bal rm akan menyebabkan hmbulnya �rbaga.i macam bentuk permasalahan 

yanu ke3aha1an dan pelanggaran atas kepenllngan-kepentmga., terhadap sumber daya 

alam yang ada pada laut tersebut, dan haJ ini biasanya dilakukan oleh orang-orang 

yang tidak bertanggung jawab, yang akan men11nbulkan kerugian bagi negara yang 

berkuasa atas wilayah laut tersebut dan 3uga akan merugikan masyaraka1 

mtemasional 

Usaha pembahasan 1entang ketentuari-ketentuan kela111an ini d1 mulai sejak 

zaman Romaw1 sampa1 sekarang. Berbaga1 Konferensi Hukum lntemas1onal telah 

dtselenggarakan dengan mehbatkan berbagai negara un1uk membahas dan membatasi 

pengclolaan swnber daya alam di laut, dengan 1ujuan kepentingan untuk menjangkau 

dan menghadap1 pcmbangunan d1 masa sekarang dengan memperhallkan 

kesinambungannya d1 masa yang akan datang. Dalam usaha membahas tentang 

kctentuan-ketentuan kelautan mengalami perbedaan-perbedaan konsepsi di antara 

negara-negara yang berkepentmgan, hal m1 men1adi alasan utama mengapa 

membutuhkan 1angka \\al.tu yang lama dalam membual keputusan selungga 

terbentuknya peraturan ke1en1uan-ketentuan tentang kelautan. 

Usaha masyarakat mlemasional untuk mengalur masalah kelautan melalui 

Konfereos1 PBB yang membahas tentang Hukum Laut telah berhas1l mewujudkan 

UNCLOS yang 1elah d1tandatanggani oleh 117 negara pcserta lcrmasuk Indonesia 
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Dibandingkan dengan Konvensi-konvensi Geneva 195 8 tentang Hul-um 

Laut, Konvensi PBB tentaag Hukum Laut tersel.Jut mengatur rezim-rezimnya satu 

sama Jain yang tidak dapat dipisahkan. Hasil dari Konvensi Hukum Laut lll juga 

membuat koasep Wawasan Nusaatara diakui sebagai suaru konsep yang terkandung 

di dalam konsep negara kepulauan yang tercant..un dalam hasil Konvensi Hukum 

Laut Ill tersebut. 

Selain hal tentang konsepsi negara kepulauan yang telab diakt.i secara 

intemasional, maka hal tentang ZEE yaitu 200 mil laut juga telah diakui secara 

intemas1onal. 

Sejak lama Pemerintahan Republik Indonesia merasakan pentingnya arti 

swnber daya laut yaitu untuk mendukung akan perwujudan nusantara dalam rangka 

meningkatkan kesejabteraan bangsa Indonesia dengan memanfaatkan segenap 

Sumber Daya Alam baik hayatJ maupun non hayatJ yang terdapat di laut wilayah 

terse but 

Dengan ha! kepentingan tersebut m.ika akan ditemui pula kejahatao

kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap laut wilayah suatu negara, termasuk 

pelaoggarao batas ZEE. Kepentingao yang be:gitu besar akan suatu batas ZEE 

membuat pemerintah mengeluarkan pengumuman batas ZEE nya, yaitu pengumuman 

pemerintah pada tanggal 21 Maret 1980 yang menyebutkan bahwa ketentuan

ketentuan yang berlaku di dalam ZEE Indonesia akan diatur dengan Undang-undang 

dan ketentuan pcrundang-undangan lainuya. Maka dalam ha! menindaklanjuti tentang 
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batas ZEE di Indonesia maka lah1rlah UU NO 5 Tahun 1985 .entang ZEE Indonesia 

yang menetapkan ZEE nya adalah 200 mil laut. 

Namun demikian pelanggaran ter"adap ZEE tetap terjad1, maka untuk haJ 

yang demikian diperlukan usaha yang semaksimal mungkin lagi dengan mengadakan 

perjanjian dengan negara Jamnya atau negara tetangga, sen.a mengamb1I tindakan 

terhadap pelanggaran dan keJahatan di laut (pelanggar batas ZEE Indonesia) 
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